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V.1. Kesimpulan 
Dari hasil analisa bahan hukum maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Salah satu syarat pendaftaran kendaraan bermotor  adalah surat faktur 
kendaraan bermotor yang sebagian besar tidak dimiliki oleh kendaraan 
bermotor mobil dan motor antik. Oleh karena itu, pendaftaran kendaraan 
bermotor mobil dan motor antik tidak dapat dilakukan yang berarti 
pemiliknya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Solusi bagi 
penggantian surat faktur kendaraan bermotor dapat dengan memintakan 
penetapan pengadilan yang bersifat menerangkan (declaratoir) bahwa 
kendaraan bermotor tersebut dimiliki secara sah dan tidak melawan hukum 
oleh pemiliknya. 
b. Pendaftaran kendaraan bermotor mobil dan motor antik akan 
mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tetapi pengaruhnya 
tidak signifikan karena jumlah peningkatan hanya Rp. 1.642.500.000 bila 
dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan daerah dari sektor Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir Triwulan IV 2002 sebanyak Rp. 
151.241.753.335,00. Hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan bermotor 
mobil dan motor antik yang tidak memiliki surat kelengkapan kendaraan 
bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya 1.192 kendaraan 
bermotor. Selain penyebab tersebut, juga karena peraturan perundang-
undangan mengakibatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
  Kendaraan Bermotor mobil dan motor antik tidak dipungut terlalu besar 
oleh karena tidak ada standarisasi harga yang pasti. 
 
V.2. Saran-saran 
a. Dikeluarkannya Surat Dinas Pendapatan Daerah No. 973/1547 perihal 
Pendaftaran Kendaraan Bermotor Kuno/Antik menunjukkan respon positif dari 
pihak yang berwenang melakukan pendaftaran kendaraan bermotor. Tetapi 
untuk merealisasikan pendaftaran kendaraan bermotor mobil dan motor antik 
tidak cukup niat saja tetapi memerlukan keberanian dan kreatifitas dari Dinas 
Pendapatan Daerah dan Kepolisian. Dari pihak organisasi juga harus secara 
kontinyu dan intensif dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak 
yang berwenang. 
b. Peningkatan yang lebih besar dalam sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dicapai melalui koordinasi antara pihak 
organisasi dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah dan Kepolisian, melalui 
standarisasi harga kendaraan bermotor mobil dan motor antik. Selain 
melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi pemilik kendaraan 
bermotor mobil atau motor antik, pihak berwenang bisa juga dengan 
melakukan standarisasi yang  disesuaikan dengan balai lelang di luar negeri 
seperti Christie’s Auction atau Miller’s yang sudah dipercaya reputasinya 
dalam menetapkan standar harga kendaraan bermotor mobil dan motor antik. 
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